
P.EMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

KEPUTUS,{N DIREKTUR RUM.A.H SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU ATASAN PF^'ABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PRQVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 188/573

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

Menimbang a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas.

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Frhlik badan Bubtrk waiib membuat Be-rtimbangan tertulis
atas setiap kebijakan yang diambil.

d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9,
pasal L0, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan
Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta perlu
menyusun Daftar Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;



Mengingat

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2023.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemsrintahan D69r4h sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Frosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O2l tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

1O. Peraturan Daerah Prorrinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2Ol7 tent-ang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo
Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

'1 1. Peraturan Gubernur ..... (2)



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tallto.n 2O12
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
Jawa Tengah;

14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550127 12015
tanggal l1 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokiumentasi pada Badan
Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

15. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor :

821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
tentang Penetapan Daftan Informasi Publik pada Rumah Sakit
Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2023 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Daftar Informasi Publik dimaksud pada diktum KESATU
digunakan sebagai standar/acuan dalam Pelayanan Informasi
Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITE"TAPXAN DI
PADATANGGAL

: SURAKARTA
: 24 MARET 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
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Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR I TAHUN 2023

pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah
dilakukan ian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimala disebutkan pada tabel di bawah ini

Daser Eukum
Pengecualiau Iafornrasl

Konsekuensi/Pertiobangan Bagi Publik
Informasi Janqka lf,aktu

Dttutup
(1 (3) 4 5 (6)
-a

a. Pasal 15 huruf a Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

b. Pasal 26 a.vat (l) Undang-
Undang Nomor ll Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

c. Pasal 17 hurufa angka 2
Undang-Undang Nomor i4
Tahun 2008 tentang
Kcterbukaan Informasi Publik

a. Pasal 47 ayat (1) dan avat (2)

Undang-Undang Nomor' 29
Tahun 2OO4 tentang Praktek
Kedokteran;

b. Pasal 17 hurufh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan lnfornrasi
Publik;

c. I)asal 44 ayat (l) Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit.

Dibuks

Mas-yarakat enggan
berpartisipasi untuk
mengarvasi dan
melaporkan dugaan
praktek Korupsi Kolusi
dan Ncpotisme (KKN)/
pengaduan baik di
RSUD rnaupun RSJ[)
Provinsi Jawa Tengah.

Mendorong partisipasi
masyarakat untuk
mengawasi dan
melaporkan dugaan
praktek KKN/
pengaduan baik di
IISUD maupun RSJD
Provinsi Jawa Tengah.

Sampai pihak yang
rahasianya
diungkap
memberikarr
persetujuan
tertulis dan atarr
telah dibuka dalam
proses pengadilan.

Sampai pihak yang
rahasianya
diungkap
memberikan
persetujuan
tertulis dan atau
telah dibuka dalam
proses pengadilan.

: 188 / 573
:24Marct2O23

Nomor
Tanggal

Informasl pdbadi
pelapor/ terlapor (oama,
alamat, nomor teleponf
dugaaa pelauggaran (korupst
dan benturan kepe[tlrrgaa]
dan peagaduan yang
dilapotkaa oleh mayarakat dl
Rumah Saklt Urnuro Daersh
(RSUD) atau Rumah Serdt
Jira Daerah (RSJD) Provlnsi
Jawa Teugah.

2 InforBasi
Inslden Keselanataa Pagien
(IXPf / Patlent Safet5r Incldent
adalah setlap keJadlaa atau
eltuasl yeag dapat
meagatdbatkan etau
berpoteasl mengaklbatkaa
harm (peayaktt, cedera, cacat,
kematlal dar lain-lain) yang
tldak eehErusnya terJadi. Root
Cause Analysis (RCAI yaltu
metode yang dlggnoltan
dalau meayele Balkaa iaslden
yang bersifat seatlnel uatu}
membeatu tlm menemukan
akar penyebab (root causel
darl macalah yarag sedang
dlhadapl.
. Berlta acara

Masyarakat / l'etugas
menjadi enggan dan
takut melaporkan
insiden maupun
Kejadian Nyaris Cidcra
(KNC), Kejadian
Potensial Cedera (KPC),
Kejadian Tidak
Diinginkan (KTD) dan
Sentinel (Kejadian yang
mengakibatkan cacat
pcrmanen sampai
dcngan kematian).

Masyarakat/ Petugas
Sampai pihak yang
tidak ragu
melaporkanrahasianya
insiden Kejadian Nyaris
diungkap
Cidera (KNC), Kejadian
Potensial Cedera (KPC),
Kejadian Tidak
Diinginkan (KTD) dan
Scntinel (Kejadian -yang
mengakibatkan cacat
permanen sampai
dengan kematian)
schingga diharapkan
dapat menurunkan
angka insiden
keselamatan pasien
sehingga pen:rasalahan
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bisa diselesaikan segueil
dengan akar
memberikan
p€rsetujuan
terfirlis dan atau
telAh dibttko dahrn
proses pengadilap.
masalahnya.

lrubateraa oleh Tlo terJrttt
Root C.rro Ardrdt (RCAI.
. Iarorel tcdadl Boot Cauro
Aoafydr (RCAf.

3 Rclru Uodlg d.! Data
Prlbrdl Pasion (GaoDar/f oto
aorto vldeo rshaoaa tdrdatal
nedtr, pasiea du potugnr| df
ItDElillgrE nBIrL dra R&rD
ProYlul J.ea Tolgeh.

a. Pasal 30 Undang-UndanS
Nomor 11 Tehun 2OO8 tentang
Informasi dan Ttansaksi
Elektronik;

b. Pasel 17 hruf h Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 20O8
tcntang Keterbukaan Informasi
Publik;

c. Pasal 29 huruf m dan huruf s,
Pasd 32 huruf i Pasal38,
Pasal .*4 ayat (1) Undang-
Undant Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakil

a- Mengurgkap data
pribadi pasien dan
pctutas medis yang
bcrsifat ralasia;

b. Terjadi
peayalahgunaan
penyebaran
infomasi yapg dapa.t
mea8g8-n8gu
penyelenggaraan
pclayanan
Kesehaten.

a. Melindungi data prihdi
pasien dan petugas
medis yang bersifat
rahasia dalam
melakeanakan
pelayanan;

b. Menghindari
penyalahgunaan
penyebaran informasi
yang dapat menggarggu
penyelenqgarasn
petrayanan Kesehatan.

Sampai
mendapatlan
pers€tujuan dari
Badan Publik,
pa.sbn, dan/atau
telah dibuka dolam
proses pengadilal.

Sampai dengan
penetepen
Demenang.

Mdindungi hak atas
kekayaan inteleknral
dan perlindungsn dari

Dapat mengganggu
kcpentingan
lrrlinduagan hok atas

a. Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Iarangan Praktek Monopoli dan

4 Rfirofua hatga polaveraa dorl
oaloa lnnycdta barang ilar
Ja:a yeag pclS.de.snyi

kekayaan intclektual
dan perlindungan dari
pcrsaingan usaha tidak
sehat"

pereaingan usana tidak
sehat.

rlllctr-o?torr ol6b RSUD (ta!
RllrD Provlnrt .lera ToogrL.
Di.8r Eu&[E
Pclgccuallal laformed

Persaiqgan Usaha fidak Sehaq
b. hsel 3 dan Pasd 4 Undang-

Undant Nomor 30 Tahun 2OOO

tetrtsng Rahasia Dagang;
c. Pasal f7 huruf b UndanS-

undang Nonor 14 Tahun 2OO8
tentang lcterbukaan Informasi
Publik.

a. Pasal 23 Undang-Un<ilang
Nomor 5 Tahur 1999 tentang
lamngon Praktek Monopoli dan
Persairgan Usaha Tidak Sehaq

b. Pasal 3 da:r Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 3O Tahun 2000
tentalrE Rahasia DaEanEi

DaPat me''ggnnggu
llePentingcn
perlindungan hak atas
kekayaan intelcktual
4r'r perlindungan dari
persaingan useha tidak
sehat"

Sampai dcngan
penetapan
pemenang.

5 RtlC.n E rgs PorHraaa
8€sdlsl (ESl.
D.rsr HlrtuD
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c. Pasal 17 hurufbUndang-
undang Noaor 14 Tahun 2008
terrtang Keterbukaan [nformasi
hblik.
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Bahwa Pengujiaa Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Tanda TanganJabatanNamaNo Instansi
Anggota PPID Bidang
Pel,ayanan Dokumentasi
dan Informasi

Untung Saefurachmawan'
LKep.MKesDinas Kesehatan Provinsi Jawa TengahI

Sekretaris PPIDAnggta Pratami langsa,
MM

RSUD Dr. Moewardi Surakarta
2

Ketua PPIDDr. Veronica Dwi
Winahyu3 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Sekretaris PPIDEndriawan
Widodo,SKM.M.Kes4 RSUD Tugurejo Semarang

Ketua PPIDSumarlin, SKM.,M'Kes5 RSUD Rehatta Jepara

Ketua PPIDAnita Rachmawati, S.KeP.
Ns, M.Kep6 RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang

RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta
MM

Wakil Ketua PPIDSuwamo, S.KcP. Ns.
M.KeeRSUD Dr. BM Soedjarwedi Klaten

Demikian pembahasan Daftar Informasi Rrblik dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian'

a

Nunins Purwanti S.KeP, -t gllrYuEffrl' rrrl,

8.


